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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Di Indonesia, perihal usaha penyediaan tenaga listrik dapat melibatkan 

Badan Usaha Swasta yang diatur dalam UU. Ketenagalistrikan. PT. International 

Nickel Indonesia yang telah berubah nama menjadi PT. Vale Indonesia Tbk. 

merupakan perusahaan tambang nikel, yang memiliki prasarana PLTA bernama 

PLTA Larona. Tujuan pembangunan prasarana PLTA Larona adalah untuk 

kegiatan produksi Perusahaan serta membantu Pemerintah untuk membantu 

perkembangan daerah Sulawesi.  

Landasan hukum bagi Perusahaan untuk mejalankan usaha pertambangan 

nikel di Indonesia, diatur dalam Kontrak Karya 1968. Berkaitan dengan PLTA 

Larona, dalam Kontrak Karya 1968 diatur mengenai perencanaan pembangunan. 

Hingga lahirnya Surat Izin Usaha PLTA Larona pada tahun 1975, yang 

merupakan dasar hukum bagi pembangunan PLTA Larona yang dilakukan pada 

tahun 1977, dan pengoperasiannya yang dimulai pada tahun 1979. Pada tahun 

1996, terjadi kesepakatan antara Pemerintah dengan Perusahaan untuk perubahan 

dan perpanjangan Kontrak Karya, yang selanjutnya dalam Penelitian ini, disebut 

Kontrak Karya 1996. Berbeda dengan Kontrak Karya 1968, pengaturan perihal 

PLTA Larona masih pada tahap perencanaan. Namun, pada Kontrak Karya 1996 

pengaturan perihal PLTA Larona adalah pada masa berlaku dari hak dan 

kewajiban Perusahaan dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona.  

Sebagaimana diatur dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona, salah satu 

kewajiban Perusahaan adalah memberikan hak kepada Pemerintah untuk 

melakukan akuisisi PLTA Larona. Menurut Kontrak Karya 1996, masa berlaku 

dari hak dan kewajiban tersebut mengikuti masa berlaku dari Kontrak Karya 

1996 dan Surat Izin Usaha PLTA Larona. Hal ini menimbulkan permasalahan, 

karena pengaturan dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona, berbeda. Surat Izin 
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Usaha PLTA Larona mengisyaratkan bahwa berlakunya hak dan kewajiban yang 

diatur dalam Surat Izin Usaha PLTA Larona, ditentukan oleh pelaksanaan 

akuisisi PLTA Larona. Permasalahan yang terjadi adalah disharmoni pengaturan, 

antara pengaturan yang terdapat dalam Kontrak Karya 1996 dengan Surat Izin 

Usaha PLTA Larona. Secara sederhana, permasalahan yang dibahas pada 

Penelitian ini adalah dasar hukum mana yang dapat digunakan untuk proses 

akuisisi PLTA Larona.  

 

5.1.1. Masih Dapat Berlakunya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga 

Listrik Nomor: 48/KPTS/1975 tentang Pemberian Izin Usaha Listrik 

Kepada PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale Indonesia Tbk.) 

Sebagai Surat Izin Bagi PLTA Larona 

Berbicara mengenai dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan akuisisi 

PLTA Larona oleh Pemerintah, pada Penelitian ini diteliti apakah Surat Izin Usaha 

PLTA Larona masih relevan untuk digunakan sebagai izin usaha bagi PLTA Larona. 

Maka dari hasil analisis, menunjukan bahwa Surat Izin Usaha PLTA Larona masih 

relevan untuk digunakan meski terdapat beberapa kelemahan. Sebagaimana telah 

dibahas, bahwa Surat Izin Usaha PLTA Larona lahir, sebelum UU Ketenagalistrikan 

maupun peraturan-peraturan lain di bidang ketenagalistrikan yang saat ini berlaku. 

Sehingga terdapat beberapa kelemahan, seperti peristilahan akuisisi dalam Surat Izin 

Usaha PLTA Larona, yang saat ini dikenal isitilah transfer dalam konsep BOOT dalam 

PJBL. Lalu, bentuk dari dua izin usaha dalam satu bentuk izin usaha. Serta, terdapat 

kontrak dalam sebuah bentuk izin. Dimana hal ini, berbeda dari apa yang diatur dalam 

UU Ketenagalistrikan yang berlaku  saat ini. Namun, dibalik kelemahan dari Surat Izin 

Usaha PLTA Larona ini. Tidak menghilangkan unsur-unsur perizinan perihal listrik 

dan tidak bertentangan dengan konsep pengaturan tenaga listrik berdasarkan UU 

Ketenagalistrikan dan konstitusi yakni UUD 1945. 
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5.1.2. Kedudukan Kontrak Karya 1996 Dengan Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Tenaga Listrik Nomor: 48/KPTS/1975 tentang Pemberian Izin 

Usaha Listrik Kepada PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale 

Indonesia Tbk.) Perihal PLTA Larona 

Selanjutnya, Peneliti membahas mengenai kedudukan Kontrak Karya 1996 

terhadap Surat Izin Usaha PLTA Larona perihal PLTA Larona. Peneliti menjawab, 

bahwa Kontrak Karya merupakan sebuah perjanjian yang secara khusus, diterbitkan 

untuk urusan pertambangan. Mengenai urusan PLTA Larona, merupakan bagian dari 

fasilitas Perusahan. Sehingga perihal akuisisi PLTA Larona, kedudukan Kontrak Karya 

1996 ini hanya sebagai aturan yang bersifat umum untuk mengatur perihal akusisi 

PLTA Larona. Dikarenakan, telah ada Surat Izin Usaha PLTA Larona, yang lebih 

khusus mengatur perihal PLTA Larona, khususnya mengenai Hak dari Menteri untuk 

melakukan akuisisi PLTA Larona.  

 

5.1.3. Landasan Hukum Bagi Pemerintah Republik Indonesia Untuk 

Melaksanakan Akuisisi PLTA Larona: Keputusan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Tenaga Listrik Nomor: 48/KPTS/1975 tentang Pemberian Izin 

Usaha Listrik Kepada PT. International Nickel Indonesia (PT. Vale 

Indonesia Tbk.)  

Pada pembahasan terakhir, berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Peneliti 

maka landasan hukum yang tepat bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk 

melakukan akuisisi PLTA Larona adalah Surat Izin Usaha PLTA Larona. Mengingat 

bahwa Kontrak Karya 1996 bukan merupakan aturan khusus perihal izin usaha 

ketenagalistrikan melainkan aturan khusus perihal kegiatan pertambangan meskipun 

terdapat pengaturan perihal PLTA Larona, UU Ketenagalistrikan pun mengisyaratkan 

bahwa surat izin merupakan dasar bagi usaha penyediaan tenaga listrik yang dikenal 

dengan IUPTL maupun IO. Sedangkan yang bersifat perjanjian adalah PJBL dan 

perjanjian excess power. Meskipun Surat Izin Usaha PLTA Larona, masih terdapat 

kelemahan-kelemahan. Surat Izin Usaha PLTA Larona merupakan dasar hukum yang 
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tepat, dikarenakan hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, yang 

merupakan landasan hukum bagi pengaturan ketenagalistrikan yang saat ini berlaku 

yakni UU Ketenagalistrikan. 

 

5.2. SARAN 

Hal utama yang harus dicermati adalah perihal pengaturan PLTA Larona di 

dalam Kontrak Karya 1996. Isi dari pengaturan ini, menciptakan masalah yang 

membuat langkah Pemerintah untuk menjalankan haknya terhalang. Amandemen 

Kontrak Karya 1996 dibutuhkan untuk merubah isi dengan tidak menjadikan satu 

antara masa berlaku Kontrak Karya 1996 dengan Surat Izin Usaha PLTA Larona 

Karena permasalahan yang muncul diakibatkan oleh adanya istilah tersebut, adalah 

batasan waktu bagi Pemerintah untuk melaksanakan haknya menjadi suatu 

permasalahan.  

Menurut Peneliti, akuisisi harus segera dilaksanakan dengan menggunakan 

Surat izin Usaha PLTA Larona, setelah itu diperlukannya penunjukan oleh Pemerintah 

kepada PLN untuk segera mengoperasikannya, sehingga status dari Surat Izin Usaha 

PLTA Larona menjadi jelas yakni IUPTL. Dengan diakuisisinya PLTA Larona maka 

akan jelas masa berakhir dari Surat Izin PLTA Larona tersebut. Dengan harapan, 

langkah ini bermanfaat bagi kepentingan umum. Sebagaimana diamanatkan oleh 

konstitusi. 

Selanjutnya adalah mempertegas pengaturan perihal Ketenagalistrikan. Saat 

ini perihal ketenagalistrikan masih menggunakan sistem perizinan dan perjanjian. Pada 

Surat Izin PLTA Larona, hanya berbeda istilah. Karena pola yang digunakan oleh 

Pemerintah saat ini masih sama, namun hanya berbeda peristilahan. BOOT, build, own, 

operate, transfer. Bagi Peneliti, pola ini memiliki kelemahan yakni kedudukan 

Pemerintah yang setara, padahal seharusnya lebih tinggi sebagaimana diisyaratkan oleh 

UU Ketenagalistrikan maupun UUD 1945. Lalu, konsep business to business dalam 

konsep kerjasama BOOT. Tentu akan mempengaruhi harga jual listrik kepada 
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konsumen. Sehingga pada akhirnya rakyat tidak merasakan sejahtera sebagaimana 

diamanatkan oleh UUD 1945.  
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